
GUBERNURSULAWESISELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 13  TAHUN 2014  

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA 
DI PROVINS! SULAWESI SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian 

dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi desa, diperlukan suatu wadah/institusi yang 

mengelola perekonomian desa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 1 3  ayat ( 1 )  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, di desa dapat dibentuk Badan Usaha 

Milik Desa; 

c. bahwa memperhatikan ruang lingkup pengaturan dalam 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan dan kebutuhan daerah dalam 
f 

mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan 

Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Gubemur 

tersebut perlu ditinjau untuk diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman 

Pembentukan Dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa Di 

Provinsi Sulawesi Selatan; 

1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 











- 6 - 

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; 

f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 

warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; 

dan 

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan melalui tahap: 

a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; 

b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya 

memuat pengaturan tentang : 

1 .  organisasi dan tata kerja; 

2 .  penetapan personil; 

3 .  sistem pertanggungjawaban dan pelaporan; 

4. bagi hasil; dan 

5. kepailitan. 

c .  pengusulan materi kesepakatan sebagai Rancangan Peraturan Desa; 

d . pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa bersama 

BPD; 

e. persetujuan bersama BPD dan Pemerintah Desa atas Rancangan 

Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; 

f. pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa; dan 

g. penyampaian naskah Peraturan Desa kepada Bupati dan Camat. 

BAB III 
TUJUAN DAN JENIS USAHA BUMDes 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 5 

Tujuan Pembentukan BUMDes: 

a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka mengoptimalkan 

kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berkeadilan; 

b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk 

mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa 

secara keseluruhan; 

c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan 

tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir; 

dan 

d . menciptakan lapangan kerja yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 
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(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b, dapat berupa 

perorangan dan/atau badan usaha. 

(3) Kerjasama antar 2 (dua} BUMDes atau lebih sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf a, harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah 

Desa. 

Pasal 19 

( 1 )  Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8  dibuat dalam 

naskah Perjanjian Kerjasama. 

(2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling 

sedikit memuat: 

a. subyek kerjasama; 

b. obyek kerjasama; 

c. jangka waktu; 

d. hak dan kewajiban; 

e. pendanaan; 

f. keadaan memaksa; 

g. penyelesaian permasalahan; dan 

h. pengalihan. 

Pasal 20 

Naskah Perjanjian Kerjasama yang dilakukan BUMDes sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 8  ayat ( 1 ) ,  disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditandatangani. 

BAB VII 
PENGELOLAAN BARANG 

Pasal 2 1  

(  1 )  Pengelolaan barang BUMDes, dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta 

bertanggungjawab. 

(2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, 

penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum 

barang BUMDes ditetapkan oleh pengurus BUMDes setelah mendapatkan 

persetujuan dari Komisaris atau Penasihat. 

BAB VIII 
PENGUATAN 

Pasal 22 

( 1 )  Penguatan Badan Usaha Milik Desa, dapat berupa; 

a. penguatan untuk keterampilan usaha berupa antara lain pengelolaan 

keuangan, administrasi, dan peningkatan pelayanan; 










